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KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa melalui surat Nomor 496/UD.00.02 tanggal 2 September
2025 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakaria telah
mengajukan Usul Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Relanja Daerah Tahun
Anggaran 2026;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 312 dan Pasal 313 Undang-
Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah mengsjukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ({APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh
persetujtian bersama;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibuketa Jakarta bersama pihak eksekutif terkait,
telah meneliti dan membahas terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebpagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
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.

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4280);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagail Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 93 Tambsahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744};

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provingi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63223;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 727);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 {entang
Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2007 tentang Pckok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 3j;

. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jekarta {Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);

:Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Daerah Khusus lbukota Jakarta, tanggal 12 November 2025;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS 1BUKOTA  JAKARTA  TERHADAP  RANCANGAN
PERATURAN DARERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Xhusus

Ibukota Jakarta menyetujul Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

: Mempercayakan pelaksanaan diktum KESATU, kepada Gubernur

Daerah Khusus Ibukota Jakaerta, dengan memperhatikan
Laporan DBadan Anggaran dan Persetujuan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daersh Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, serta Pendapat Akhir Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang



KETIGA

Tembusan :

Gubernur DKI Jakarta

Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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